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Upaya untuk menanggulangi kelebihan daya tampung lembaga pemasyarakatan ini
salah satunya ditempuh dengan pendekatan Restorative Justice, yaitu pergeseran
pemidanaan dalam sistem peradilan pidana yang lebih mengutamakan keadilan bagi
korban dan pelaku tindak pidana. Permasalahan penelitian: Bagaimanakah
pendekatan restorative justice sebagai upaya mengurangi over kapasitas lembaga
pemasyarakatan? Apakah faktor penghambat pendekatan restorative justice sebagai
upaya mengurangi over kapasitas lembaga pemasyarakatan?

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan
empiris. Narasumber terdiri dari staf Lapas Rajabasa, Penyidik Polresta Bandar
Lampung, dan akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan, selanjutnya
data dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Pendekatan restorative justice sebagai upaya
mengurangi over kapasitas lembaga pemasyarakatan dilaksanakan oleh aparat
penegak hukum, dengan menyelenggarakan dan menjadi penengah proses mediasi
atau perdamaian antara pelaku tindak pidana berikut keluarganya dengan korban
tindak pidana berikut keluarganya. Hal ini bertujuan untuk mengupayakan
perdamaian di luar pengadilan agar permasalahan hukum yang timbul akibat
terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan tercapainya
persetujuan dan kesepakatan antara para pihak. (2) Faktor yang menghambat
pendekatan restorative justice sebagai upaya mengurangi over kapasitas lembaga
pemasyarakatan adalah: Faktor perundang-undangan, yaitu belum adanya undang-
undang yang mengatur upaya yang harus dilakukan apabila terjadi pelolakan
perdamaian oleh korban atau keluarga korban. Faktor penegak hukum, yaitu secara
kuantitas masih terbatasnya jumlah anggota dalam menangani tindak pidana dan
secara kualitas masih kurangnya pengetahuan dan keterampilan penyidik dalam
menerapkan perdamaian dalam penyelesaian tindak pidana. Faktor masyarakat,
khususnya korban dan keluarga korban menolak perdamaian dan menginginkan
agar pelaku tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana tetap diproses secara
hukum. Faktor Kebudayaan, yaitu karakter personal pelaku dan korban serta
kleluarganya yang tidak mendukung upaya perdamaian.
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Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Aparat penegak hukum disarankan untuk
terus meningkatkan profesionalisme dan kapasitas sebagai pelaksana proses
penegakan hukum perdamaian antara pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana
(2) Aparat penegak hukum disarankan untuk meningkatkan penyuluhan/sosialisasi
mengenai perdamaian kepada masyarakat luas.
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